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Beberapa tahun
terakhir Kubu Raya
selalu mendapat-
kan opini WTP.
Tentunya ini kem-
bali menjadi target
kita bersama selu-
‘ruh SKPD.

Sujiwo

Wakil Bupati Kubu Raya

- PONTIANAK, TRIBUN -

Pemerintah Provinsi Kalbar
terus berupaya mendorong

akuntabilitas dan transpa-

ransi laporan keuangan dari
pemerintah kabupaten/kota
agar semua daerah di bawah
lingkup provinsi ini meraih
opini Wajar Tanpa Penge-
cualian atau WTP. Sejauh
ini, tersisa empat daerah di
Kalbar yang belum menda-
patkan predikat opini WTP.
Berdasarkan penilaian
Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)
Tahun Anggaran 2018 yang
dilakukan oleh BPK, empat
daerah di Kalbar yang belum

memperoleh WTP yakni Ka-
bupaten Melawi, Kabupaten
Kayong Utara, Kabupaten
Sambas, dan Kabupaten
Bengkayang.

Wakil Gubernur Kalbar,
Ria Norsan optimistis de-
ngan semangat menciptakan
pemerintahan yang bersih
dan akuntabel disertai pe-
ngawalan dari Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK), target
agar semua daerah meraih
opini WTP bisa direalisasi-
kan. Olehnya itu, ia memin-
ta adanya pengawalan BPK
yang lebih komprehensif.

“Tinggal empat (daerah) yang
belum meraih predikat opini
WIP, saya kira ini tidak herat.
sangat mendukung penge-
lolaan keuangan harus me-
nyandang predikat WTP dan
bagaimana lebih transparan
dan akuntabel,” kata Ria Nor-
san saat menghadiri kegiatan
Penyerahan LKPD TA 2018

" dan Penguatan Pembangunan

Zona Integritas BPK RI Perwa-
kilan Provinsi Kalbar di Aula
BPK RI Perwakilan Kalbar,
Jumat (29/3).

Untuk itu, dia mengharap-
kan tahun ini, keempat Ka-
bupaten ini bisa memperoleh
opini WTP dari BPK RI. Terka-
it hal itu, Pemerintah Provinsi
Kalbar bersama Pemkab dan
Pemkot se-Kalbar siap untuk
diaudit oleh BPK RI.

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
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“Kami siap diaudit kemba-
li dan berharap semoga se-
mua yang telah meraih opini
WTP tetap dapat memperta-
hankan opini WTP tersebut.
Untuk kabupaten yang be-
lum meraih opini WTP diha-
rapkan tahun ini bisa mera-
ihnya,” tandas Norsan.

Ia mengatakan, Kalbar me-
minta Pemprov dan Pemkab/
Pemkot untuk tetap dapat
meningkatkan kualitas ki-
nerja agar semakin efektif
dan efisien sesuai dengan visi
dan misi yang pada gilirannya
mampu meningkatkan ku-
alitas hidup disegala bidang
bagi masyarakat Kalimantan
Barat agar lebih baik lagi.

“Kita berikan apresiasi
kepada BPK RI perwakilan
Kalbar yang menetapkan
zona integritas bebas wila-
yah korupsi. Supaya kita
ini ada rambu-rambu yang
mengingatkan kita untuk
tidak terjerumus masalah
korupsi,” katanya.

Dikatakannya, BPK Per-
wakilan Provinsi Kalbar telah
melakukan Pemeriksaan In-
terim dan dilanjutkan dengan
pemeriksaan terinci setelah
penyerahan laporan keuang-
an oleh Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Berdasarkan ketentuan
Pasal 297 ayat (1) Peraturan

" Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pe-
doman Pengelolaan Keuang-
an Daerah menyatakan bah-
wa Kepala Daerah menyam-
paikan Laporan Keuangan
kepada Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) paling lam-
bat tiga bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Kepala BPK RI Perwakilan
Provinsi Kalbar, Joko Agus
Setyono mengatakan, bagi
pemerintah daerah baik di
kabupaten dan kota yang
ada di Kalbar untuk menye-
rahkan LKPD tepat waktu.

“Dengan adanya pertemu-
an ini; mudah-mudahan bisa
memicu dan pacuh daerah-
daerah yang belum menye-
rahkan laporan keuangannya
tepat waktu. Karena ini di-

saksikan oleh daerah-daerah
lainnya sehingga menimbul-
kan semangat untuk menye-
rahkan laporan keuangannya
dengan waktu yang telah di-
tentukan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Wa-
kil Bupati Kubu Raya, Suji-
wo menegaskan target Pe-
merintah Kabupaten Kubu
Raya untuk mempertahan-
kan predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas La-
poran Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun 2018. Dirinya
optimistis opini WTP dapat
kembali diraih sebagaimana
capaian empat tahun ter-
akhir, di mana Kabupaten
Kubu Raya selalu menda-
patkan predikat tersebut.

“Beberapa tahun terakhir
Kubu Raya selalu mendapat-
kan opini WTP. Tentunya ini
kembali menjadi target kita
bersama seluruh SKPD. Se-
muanya sudah bekerja keras
melakukan pengelolaan aset
dan keuangan ini secara baik
sehingga pada akhirnya kita
berharap dapat memperta-
hankan opini tersebut,” tu-
tur Sujiwo seusai meneken
Pencanangan Pembangunan
Zona Integritas di Aula Per-
wakilan BPK Kalbar.

Selain pengelolaan keu-
angan dan aset yang baik,
Sujiwo menyatakan per-
lunya komunikasi dengan
pihak-pihak berkompeten
seperti BPK dan BPKP. Me-
nurutnya, BPK selalu mem-
buka diri untuk memberikan
masukan dan arahan, baik
kepada daerah-daerah yang
sudah mendapatkan opini
WTP maupun daerah yang
belum mendapatkannya .

“Nah, konsultasi dan ko-
ordinasi ini sangat penting.
Jadi jangan sampai kita
maju-mundur atau alergi un-
tuk melakukan komunikasi
tersebut. Terbuka saja, jika
memang ada hal-hal yang
memang harus ditanyakan,
dikonsultasikan, atau dikoor-
dinasikan,” pesannya.

Pemkot 7 Kali WTP

Sementara itu, Pemerintah

Kota (Pemkot) Pontianak telah

tujuh kali menerima predikat
WTP, bahkan Gubernur Kal-
bar Sutarmidji memberikan
langsung piagam pengharga-
an WTP tersebut pada Wali
Kota Pontianak, Edi Rusdi
Kamtono pada Kamis 13 De-
sember 2018, di Balai Petitih
Kantor Gubernur Kalbar,

“Total insentif yang kita da-
pat Rp 57 miliar. Insentif itu
tidak hanya dari WTP, APBD
tepat waktu, Sistem Akun-
tabilitas Kinerja Instansi Pe-
merintah (SAKIP), pelayanan
kesehatan dan lainnya juga,”
kata Wali Kota Pontianak, Edi
Rusdi Kamtono.

WTP yang disandang un-
tuk ke tujuh kalinya ini, kata
Edi, bukan berarti tidak ada
temuan. Diakuinya, masih
ada temuan-temuan namun
bersifat administratif dan
nomenklatur sehingga tidak
terlalu signifikan. “Umumnya
berkaitan dengan aturan dan
nomenklatur yang harus di-

“sesuaikan,” tuturnya.

. Untuk meningkatkan ku-
alitas WTP ke depan, ia me-
nyebut, perlu ada kerja keras
seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di jajaran Pem-
kot Pontianak untuk melaku-
kan perbaikan-perbaikan atas
temuan tersebut. “Sehingga ke
depan tidak ada lagi temuan
yang sama,” ujarnya.

Ia juga berharap ke depan
tidak ada lagi temuan-temu-

“an yang baru. Karenanya,

seluruh OPD diminta dapat
memperbaiki kinerjanya teru-
tama kaitan dengan tata kelola
keuangan sehingga temuan-
temuan itu kian berkurang,
bahkan nihil serta mampu
mempertahankan predikat
WTP kembali sebagaimana ta-
hun-tahun sebelumnya. “Kita
berharap juga untuk laporan
keuangan tahun ini bisa mem-
pertahankan predikat WTP se-
perti halnya yang sudah diraih
sebelumnya,” ungkapnya. Se-
bagaimana diketahui, Pemkot
Pontianak tercatat meraih pre-
dikat WTP selama tujuh kali
berturut-turut, .yakni di tahun
2012, 2013, 2014, 2015, 20186,
2017 dan 2018. (*/ian/oni)
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